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Abstract 

The issue of gender equality is mainly reflected in terms of access to opportunities 

and possibilities, participation in decision-making processes, control of resources 

and benefits from agricultural development outcomes. Women's traditional rights, 

including children's rights, are not diminished due to the utilization of agricultural 

natural resources and their products. Equality of access of women and men to 

information on the use of capital, agricultural facilities and infrastructure must also 

continue to be fought. The purpose of writing this article is to analyze the concept of 

gender in wages and the division of agricultural labor and the role of women in 

agricultural development. Using literature study research, in the form of a series of 

activities related to library data collection methods, reading and recording, and 

managing research materials. Data collection comes from textbooks, national and 

international online journals, scientific articles, literature reviews containing the 

concept of gender in agricultural development. The results showed that 

development in agriculture, the role of women tends to be less meaningful and 

gender inequality occurs. This also applies to agriculture, where women are given 

"feminine" work that requires accuracy, patience and is not too heavy.  
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Abstrak 

Isu kesetaraan gender terutama tercermin dalam hal akses terhadap peluang dan 

kemungkinan, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penguasaan 

sumber daya dan manfaat dari hasil pembangunan pertanian. Hak-hak tradisional 

perempuan, termasuk hak anak-anak, tidak berkurang karena pemanfaatan sumber 

daya alam pertanian dan produk-produknya. Kesetaraan akses perempuan dan 

laki-laki terhadap informasi penggunaan modal, sarana dan prasarana pertanian 

juga harus terus diperjuangkan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk 

menganalisis konsep gender dalam pengupahan dan pembagian kerja pertanian 

dan peran   perempuan  dalam pembangunan pertanian. Menggunakan penelitian 

studi kepustakaan, berupa serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan 

penelitian. Pengumpulan data berasal dari textbook, jurnal online nasional dan 

internasional, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep gender 

dalam pembangunan pertanian. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan 

dalam bidang pertanian, peran  perempuan  cenderung kurang berarti dan terjadi 

ketidaksetaraan gender. Hal ini juga berlaku pula di pertanian, dimana perempuan 

diberi jatah pekerjaan yang bersifat feminim yang membutuhkan ketelitian, 

kesabaran dan tidak terlalu berat.  
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PENDAHULUAN 

Telah terjadi ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam bidang 

pertanian yang ditunjukkan oleh keterbatasan peran-peran perempuan dalam 

pembangunan pertanian. Peran perempuan tersubordinasi pada pekerjaan yang 

sederhana, sementara peran laki-laki dalam pertanian lebih menonjol terutama 

pada proses produksi. Ketidaksetaraan gender tersebut dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial-budaya dan memandang peran perempuan sebatas 

pelengkap. Keunggulan laki-laki dipandang sebagai sesuatu yang alamiah 

(Budiman, 1985). Sebagai contoh, banyak pekerja perempuan tersingkir dan 

menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi 

pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan 

dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan 

keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki oleh laki-laki. Selain itu 

perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara 

manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan laki-

laki. 

Selain itu permasalahan dalam bidang pertanian, perempuan pada 

umumnya tersisih dari peranan produktif secara ekonomi. Laki-laki 

mengendalikan sektor produksi, sementara perempuan menjalankan fungsi-

fungsi kerumahtanggaannya. Ruang publik didominasi oleh laki-laki yang 

mencakup ekonomi, politik, kehidupan agama, pendidikan, dan kegiatan lain di 

luar rumah. Lingkup domestik diperankan oleh perempuan seperti urusan 

memasak, mencuci, mengurus anak. Dikotomi ini membawa akibat berupa 

lahirnya ideologi gender yang menjunjung superioritas alamiah laki-laki dan 

inferioritas alamiah perempuan. Pola relasi gender dalam masyarakat agraris 

ditandai dengan ciri-ciri masyarakat patriarkhi, yang memberikan peranan lebih 

besar kepada laki-laki, di mana perempuan disisihkan dan dibatasi dari berbagai 

kegiatan mereka, seperti dilarang memiliki hak milik, terlibat dalam politik, 

mengejar pendidikan, dan mendapat pengawasan ketat dalam berbagai 

kegiatan.  

Masalah patriarki ini menjadi salah satu sebab dari sistem pembagian 

kerja antara laki-laki dan perempuan. Sistem patriarki yang berlaku di 

masyarakat telah mensubordinasi dan mendiskriminasi kaum perempuan atas 

tubuh, seksualitas, pekerjaan, peran dan statusnya baik dalam keluarga maupun 

masyarakat. Fisher (2015) & Carr (2014), menunjukkan bahwa perbedaan akses 

terhadap sumber daya produktif di Uganda Timur berkontribusi terhadap 
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kecenderungan laki-laki yang lebih besar untuk mengadopsi jagung yang tahan 

kekeringan dibandingkan perempuan. Perempuan di Tanzania dan Uganda, 

lebih menghindari resiko dibandingkan laki-laki, cenderung tidak mengadopsi 

varietas DTM jika mereka mengalami guncangan iklim atau musim kemarau 

(Teklewold et al., 2020).  Cullen et al., (2018) & Quinn et al., (2003) , dalam 

penelitiannya terhadap para petani dan penggembala di Tanzania dan Mali, juga 

menyatakan bahwa peran gender dalam pekerja dapat mempengaruhi persepsi 

resiko, karena resiko yang terkait dengan modal alam berupa tanah, cuaca, 

penyakit ternak dianggap lebih tinggi oleh laki-laki. Sedangkan hal-hal yang 

terkait dengan modal manusia, kelaparan, akses terhadap air, akses terhadap 

layanan kesehatan dianggap lebih tinggi oleh perempuan.  

Perbedaan gender ini biasanya diabaikan dalam berbagai penelitian 

seperti yang ditunjukkan dalam tinjauan global (Duong et al., 2019). Memahami 

apakah dan bagaimana persepsi resiko berbeda berdasarkan gender akan 

memungkinkan penargetan teknologi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan 

subkelompok tertentu (Cullen et al., 2018 ). Selain masalah sistem pembagian 

kerja antara buruh tani laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistem 

patriarki yang berlaku dalam masyarakat serta perbedaan alat dan fungsi 

reproduksi dari laki-laki dan perempuan yang secara biologis berbeda yang 

melahirkan perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat 

(gender), sistem pengupahan yang merugikan bagi kaum perempuan sangat 

menarik untuk ditinjau lebih jauh. 

 

KERANGKA TEORI 

Gender mempengaruhi persepsi resiko di komunitas petani, sebagian 

disebabkan oleh norma sosio-kultural mengenai gender serta peran dan 

tanggung jawab rumah tangga yang spesifik gender. Penelitian empiris 

menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki preferensi yang berbeda 

dalam memilih tanaman dan varietas, di mana perempuan mempertimbangkan 

ketahanan pangan dan pengurangan risiko, sedangkan laki-laki 

mempertimbangkan hasil yang tinggi (Rengalakshmi et al., 2018; Teklewold et 

al., 2020 ). Peran perempuan dalam menyiapkan makanan dapat mempengaruhi 

kekhawatiran mereka terhadap resiko ketersediaan pangan (Barrett et al., 

2001; Smith et al., 2000 ).  Menyoroti beberapa alasan mengapa perempuan lebih 

rentan terhadap guncangan produksi dan pendapatan terkait iklim (Timu et al., 

2021). Hal ini mencakup lebih sedikit pilihan untuk mengelola resiko karena 

berkurangnya kepemilikan dan kendali atas aset produktif dan terbatasnya 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0240
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0040
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0200
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0060
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0040
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0205
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0240
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0240
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0015
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0015
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0230
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mobilitas untuk mengakses layanan pertanian karena waktu yang dihabiskan 

untuk tugas-tugas reproduksi. 

Meskipun perempuan memainkan peran penting dalam pertanian dan 

produksi pangan, mereka seringkali menghadapi lebih banyak tantangan dalam 

mengadopsi teknologi pertanian jika dibandingkan dengan laki-laki (Meinzen-

Dick et al., 2011 ). Sudut pandang gender mengungkapkan beberapa perbedaan 

dalam persepsi resiko. Dengan menyoroti perbedaan-perbedaan ini dan menarik 

perhatian pada peran gender dan norma sosial yang mendasarinya. 

Berkontribusi pada perdebatan mengenai penguatan ketahanan petani kecil laki-

laki dan perempuan. Mengambil perspektif kehidupan petani kecil yang 

mengoptimalkan tenaga kerja untuk memperoleh pendapatan (de Janvry et al., 

1991; Harwood et al., 1999; Key et al., 2000; Murray-Prior, 1998; Vakis et al., 2004). 

Seringkali terjadi bersamaan dengan tidak adanya pilihan manajemen 

institusional (Hansen et al., 2019). Kasus mengenai ketidakterpisahan antara 

keputusan konsumsi dan produksi, bahwa berbagai resiko pertanian tidak dapat 

dipisahkan, mengingat kegagalan pasar kredit dan asuransi. Selain resiko 

produksi, petani kecil laki-laki dan perempuan juga mengalami kecemasan yang 

sama terhadap resiko terkait kesehatan, norma sosial dan kendala sosial. 

Resiko pertanian terkait kesehatan paling tinggi terjadi ketika pangan 

langka dan investasi input pertanian diperlukan. Hal ini penting karena masa 

kelaparan bertepatan dengan masa puncak buruh tani, yang bertepatan dengan 

masa ketika keluarga mempunyai lebih sedikit uang untuk dibelanjakan. Resiko 

pertanian yang tidak dapat dipisahkan ini menggambarkan pentingnya 

pendekatan manajemen resiko ganda dalam upaya adopsi teknologi pertanian. 

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami pengaruh berbagai resiko 

yang saling berinteraksi terhadap tingkat penghindaran resiko dan apakah 

terdapat perbedaan gender. Hasil yang diperoleh akan memberikan informasi 

mengenai perlunya memperluas cakupan paket asuransi pertanian, yang 

mencakup berbagai resiko, tidak hanya resiko produksi, dan apakah paket 

tersebut perlu dibuat khusus untuk laki-laki dan perempuan di berbagai 

wilayah, dengan mengatasi persepsi resiko dan permasalahan mata pencaharian 

mereka. 

 

METODE 
Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, berupa serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca 

dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan 

yang mempunyai tujuan, mencari dasar pondasi pijakan untuk membangun 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0165
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0165
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landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan hipotesis penelitian. 

Kelebihan studi kepustakaan, mempunyai pendalaman yang lebih luas dan 

mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Studi kepustakaan dilakukan 

setelah ditentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, 

sebelum peneliti turun ke lapang untuk mengumpulkan data. Pengumpulan 

data berasal dari textbook, jurnal online nasional dan internasional, artikel ilmiah, 

literature review yang berisikan tentang konsep gender dalam pembangunan 

pertanian. Peneliti melakukan pencarian jurnal yang dipublikasikan di internet 

menggunakan seach engine ProQuest, PubMed, Research Gate, SagePub dan Schoolar. 

Baik jurnal ilmiah nasional maupun internasional sejumlah 20 artikel dalam 

kurun waktu tahun 1991-2021. 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan penyaringan berdasarkan 

kriteria yang ditentukan oleh penulis dari setiap jurnal yang diambil. Analisa 

data dimulai dengan menganalisa jurnal penelitian yang sesuai dengan tema, 

kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, 

tahun terbit jurnal, rancangan studi, tujuan penelitian, dan ringkasan hasil 

temuan. Ringkasan jurnal penelitian tersebut kemudian dimasukan dalam tabel 

diurutkan sesuai alfabel dan tahun terbit jurnal. 

 

TEMUAN PENELITIAN  

Kesetaraan gender dalam pembangunan pertanian kini menjadi perhatian 

utama masyarakat internasional. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalis 

kesetaraan gender dalam pembangunan pertanian di dunia saat ini berdasarkan 

literatur masa lalu. Juga mengeksplorasi potensi mekanisme dampak kesetaraan 

gender. Kesetaraan gender diartikan sebagai kondisi tidak ada perbedaan antara 

perempuan dan laki-laki dalam berbagai indikator hak sosial dan budaya 

(Harvey et al., 1990). Kesetaraan gender merupakan isu lama yang banyak 

dibicarakan, seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan tenaga 

produktif, status sosial perempuan telah mengalami berbagai perubahan. Dalam 

masyarakat modern dengan pesatnya kemajuan tenaga produktif, kesetaraan 

gender telah menjadi salah satu tren signifikan dalam pertumbuhan peradaban 

sosial. Karena kemampuan kerja fisik perempuan lebih lemah dibandingkan 

laki-laki, di masa lalu ketika kerja fisik merupakan tenaga produktif utama, laki-

laki mendominasi masyarakat.  

Kesetaraan gender seharusnya tidak hanya tercermin dalam sektor 

pertanian, namun juga tercermin dalam banyak aspek, seperti gerakan feminis 

masyarakat sipil, pemilihan wakil perempuan di parlemen (Aboim, 2010; Walby, 

2004). Satu fakta yang jelas adalah bahwa negara-negara UE telah memberikan 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949753123000577#bib18
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949753123000577#bib2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949753123000577#bib44
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949753123000577#bib44
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kontribusi untuk mendorong kesetaraan gender, karena kebijakan kesetaraan 

gender mereka telah menjadi isu yang kuat dalam pembangunan UE selama 20 

tahun. Beberapa dokumen penting berfokus pada kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan kerja sama, misalnya 

Rencana Aksi Gender (GAP II) tahun 2015 (Allwood, 2020). Karena alasan sejarah 

dan agama, perempuan kulit hitam memiliki sedikit peluang untuk maju di 

tempat kerja dibandingkan perempuan kulit putih. Gaji rata-rata perempuan 

masih lebih rendah dibandingkan laki-laki (Corbett & Hill, 2012).  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pembinaan kesetaraan gender dapat 

memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Penting tidak hanya 

untuk memberikan persamaan hak kepada perempuan, tetapi juga untuk 

menciptakan iklim sosial yang menguntungkan semua orang (Looze et al., 2018). 

Di Tiongkok, perempuan menduduki peran tradisional, termasuk tanggung 

jawab keluarga dan memberikan dukungan kepada suami. Misalnya, 

kepercayaan tradisional Tiongkok menekankan bahwa perempuan bertanggung 

jawab mengatur urusan keluarga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab 

menghidupi anggota keluarga dengan mendapatkan penghasilan melalui usaha 

mereka di sektor publik. Aspek psikososial dari sikap budaya ini juga dihadapi 

oleh perempuan Singapura (Cong, 2008). Di India, pandangan tradisional serupa 

juga ada yang menyiratkan bahwa perempuan harus memainkan peran mereka 

dengan baik dalam status tradisional dan stereotip gender untuk memenuhi 

harapan masyarakat. Hal ini menyebabkan perempuan diperlakukan secara 

berbeda di lingkungan keluarga dan tempat kerja (Budhwar et al., 2005).  

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, kesetaraan 

gender di kawasan Asia-Pasifik mengalami tingkat perkembangan yang 

berbeda-beda di berbagai wilayah. Dalam hal masalah kesehatan, perempuan di 

Asia Selatan dengan tingkat kematian yang lebih besar dibandingkan wilayah 

lain di dunia kecuali Afrika (Bui et al., 2018). Mengenai pembayaran di tempat 

kerja, di Bangladesh, perempuan memperoleh penghasilan 50% lebih rendah 

dibandingkan laki-laki, dan di India angka tersebut adalah 80%. Kesenjangan 

upah antara perempuan dan laki-laki di Tiongkok lebih kecil dibandingkan 

negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik (Cong, 2008).  

Dalam dua dekade terakhir, setelah disetujuinya Platform Aksi Beijing, 

kemajuan nyata telah dicapai dalam penghapusan diskriminasi gender dan 

perlindungan hak-hak perempuan di Asia-Pasifik (Cai & Dahiya, 2020). 

Kesimpulannya, di dunia secara umum telah mencapai kemajuan dalam 

mengatasi ketidaksetaraan gender. Namun kelemahan dari ketidaksetaraan 

gender masih berdampak pada berbagai komponen penting masyarakat, seperti 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949753123000577#bib3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949753123000577#bib8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949753123000577#bib27
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949753123000577#bib7
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949753123000577#bib4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949753123000577#bib5
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949753123000577#bib7
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949753123000577#bib6
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pendidikan, gaji, keluarga, dan lain-lain. Negara-negara di seluruh dunia perlu 

melakukan upaya terus-menerus untuk mencapai tingkat kesetaraan gender 

yang lebih tinggi dan menjamin hak-hak perempuan, yaitu: kondusif bagi 

perkembangan perekonomian dan peradaban umat manusia. 

 

PEMBAHASAN 

Konsep Gender Dalam Pengupahan dan Pembagian Kerja Pertanian 

Konsep gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan 

perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga 

lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan 

perempuan. Dapat dikatakan gender sebagai konsep sosial untuk membedakan  

peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan 

perempuan itu tidak ditentukan karena diantara keduanya terdapat perbedaan 

biologis, tetapi dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-

masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Handayani & 

Sugiarti, 2002). Peran gender terbentuk melalui berbagai sistem nilai termasuk 

nilai-nilai adat, pendidikan, agama, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai 

hasil bentukan sosial, tentunya peran gender bisa berubah-ubah dalam waktu, 

kondisi, dan tempat yang berbeda sehingga sangat mungkin dipertukarkan 

antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, misalnya kontribusi perempuan 

tani dalam pembangunan pertanian cukup besar. Mereka bekerja dalam 

beberapa aspek produksi, pasca panen, distribusi pangan dan konsumsi. Mereka 

tidak saja berperan pada kegiatan pertanian yang bertujuan dalam menambah 

penghasilan keluarga, namun mereka juga ikut dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Sebagai negara agraris yang luas, jumlah perempuan usia di atas 10 tahun 

dalam sektor pertanian luas yang berada di wilayah pedesaan mencapai 40 

persen. Berbagai penelitian dalam sektor pertanian menunjukkkan, bahwa peran 

perempuan dalam kegiatan pertanian sangat substansial. Berdasarkan studi 

Kabeer (1999) dan proyek Enabling Gender Equality in Agricultural and 

Environmental Innovation (Badstue et al., 2014 ), menganggap perempuan dan 

laki-laki memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam menuntut dan 

mengadopsi teknologi baru karena adanya perbedaan kendala dalam hal 

teknologi pertanian serta peluang yang tersedia bagi mereka. Penelitian 

pertanian untuk pendekatan pembangunan sering mengabaikan norma-norma 

sosial, sikap, dan distribusi kekuasaan dan sumber daya yang secara berbeda 

membingkai persepsi perempuan dan laki-laki dan kapasitas untuk 

memanfaatkan peluang (Badstue et al., 2020). Norma gender, mengacu pada 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0125
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0125
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0010
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ekspektasi dan peran masyarakat berdasarkan gender, kemampuan dan 

kemauan perempuan untuk mengekspresikan hak pilihan mereka, 

mempengaruhi cara perempuan terlibat dan mengadopsi teknologi pertanian. 

Memperkenalkan teknologi baru juga dapat melibatkan negosiasi ulang 

hubungan kekuasaan untuk menjamin manfaat bagi laki-laki dan perempuan 

(Farnworth et al., 2020 ). Oleh karena itu dengan mempertimbangkan faktor-

faktor seperti peran gender, kendali atas sumber daya produktif, suara dalam 

proses pengambilan keputusan pertanian, dan struktur normatif lokal seputar 

hubungan gender untuk menilai persepsi resiko petani dan pengaruhnya 

terhadap pilihan investasi pertanian. Selain itu, berbagai kelompok perempuan 

dan laki-laki dapat mengalami tantangan dalam mengadopsi jagung yang tahan 

kekeringan karena sifat-sifat selain gender, seperti etnis, kelas kekayaan, dan 

tahap kehidupan (Carr & Thompson, 2014 ; Fisher & Carr, 2015 ). Namun, karena 

keterbatasan terkait proyek dan keterbatasan lainnya, kami membandingkan 

trend antara kelompok agregat perempuan dan laki-laki untuk penelitian ini. 

Kesemuanya menyebut adanya pembagian kerja seksual dimana 

perempuan melakukan kerja selama proses produksi yang meliputi penanaman, 

penyiangan, pemeliharaan, panen, pasca panen, pemasaran, baik yang bersifat 

manajerial tenaga buruh, pada komoditi tanaman pangan ataupun tanaman 

industri yang diekspor. Beberapa pekerjaan malah dianggap sebagai pekerjaan 

perempuan, seperti halnya menanam bibit, menabur benih dan menyiangi. 

Dalam proses budi daya, nyaris tak ada benih jatuh ke bumi tanpa sentuhan 

tangan perempuan. Bahkan dalam pengairan yang selama ini dianggap 

pekerjaan laki-laki, perempuan ternyata ikut menentukan kapan pengairan 

dilakukan, banyaknya kuantitas air, kedalaman air, frekuensi pengairan, 

termasuk menjadi bagian kerja laki-laki. Tanpa keterlibatan perempuan, proses 

produksi tak akan berlangsung, termasuk komoditi ekspor yang 

diperdagangkan secara internasional.  

Pembagian kerja secara seksual di bidang pertanian merupakan sesuatu 

yang wajar, karena bersumber pada perbedaan struktur genetis dari laki-laki dan 

perempuan. Perempuan diidentikkan dengan pekerjaan ringan dan tidak 

banyak menuntut kekuatan fisik atau pekerjaan yang membutuhkan ketelitian 

dan kesabaran. Sedangkan laki-laki diidentikkan dengan pekerjaan yang kasar, 

membutuhkan kekuatan fisik dan otot. Sebenarnya ciri masyarakat modern telah 

diperkenalkan oleh Durkheim sebagai masyarakat di mana terjadi pembagian 

kerja yang berinteraksi dalam solidaritas organis dan menjadi dasar bagi 

munculnya konsep masyarakat maju dengan ciri adanya diferensiasi struktural 

dan spesialisasi fungsional. Dalam perkembangannya, pembagian kerja tidak 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0070
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0030
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X24000623#bb0075
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hanya berhenti pada pembagian jenis-jenis pekerjaan tetapi juga pembagian 

kerja secara seksual, di mana menjadi pembagian kerja berdasar perbedaan laki-

laki dan perempuan. Pembagian kerja menurut gender disesuaikan dengan 

keadaan dan kondisi fisik yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Seperti 

tingkah laku, kemampuan, keahlian dan kualitas yang dimiliki oleh laki-laki dan 

perempuan yang disesuaikan dengan karakteristik maskulinitas atau feminitas. 

Pembagian kerja berdasar gender menghubungkan norma-norma dan proses 

sosial-budaya masyarakat yang membentuk sifat feminin dan maskulin untuk 

lak-laki dan perempuan. Dimana pekerjaan untuk laki-laki dan perempuan tidak 

terlepas dari gender, atau kemampuan dari fungsi masing-masing. 

Gagasan yang dikembangkan oleh Barbara Rogers mengemukakan 

bahwa pada akhirnya pembagian kerja bersifat deterministik di mana 

perempuan semakin dibawa pada peran domestiknya dalam rumah tangga dan 

semakin terpisah dari peran publik (Nugroho, 2008). Kenyataan ini mengarah 

pada isu posisi tawar menawar antara laki-laki dan perempuan bahwa laki-laki 

lebih diuntungkan mengingat penghasilan dari mereka bekerja, perempuan 

kurang diuntungkan karena mereka tidak mendapat penghasilan dari 

pekerjaannya. Ketidaksejajaran ini diperparah oleh sistem politik dan sosial yang 

menjadikan laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Ketidaksejajaran ini 

berlanjut dari generasi ke generasi dan menciptakan nilai baru bahwa laki-laki 

dan perempuan adalah berbeda dan tidak sejajar. 

Adanya anggapan tersebut bahwa perempuan hanya dapat melakukan 

pekerjaan ringan dan bersifat kerumah-tanggaan menyebabkan perempuan sulit 

mengembangkan dirinya di sektor publik. Di sektor publik perempuan belum 

terlalu mendapat tempat, hal ini terbukti dengan masih sedikitnya perempuan 

yang bekerja pada sektor publik atau sektor informal. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Goldin dan Reskin yang dikutip oleh Hannah Riley Bowles & 

Kathleen L. McGinn dalam Gender in Job Negotiations: A Two-Level Game : 

“Traditional gender ideologies influence the distribution of paid labor between men and 

women within organizations and that the sex segregation of women in lower paying 

occupations constrains their bargaining power in negotiations over household labor” 

(Bowles, 2008). Ideologi gender tradisional mempengaruhi pembayaran upah 

antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender menyebabkan perempuan 

semakin tersisih. Perbedaan gender juga menyebabkan pembedaan atau 

diskriminasi upah bagi perempuan, dimana perempuan mendapat gaji atau 

upah lebih kecil dibanding lak-laki. 

Masalah patriaki menjadi salah satu sebab dari sistem pembagian kerja 

antara laki-laki dan perempuan. Sistem patriarki yang berlaku dimasyarakat 
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dimana kekuasaan kaum lelaki yang mendominasi, mensubordinasi dan 

deskriminasi kaum perempuan atas badannya, seksualitasnya, pekerjaannya, 

perannya dan statusnya baik dalam keluarga maupun masyarakat sangat 

memojokkan keberadaan perempuan. Hal ini juga berlaku pula di pertanian, 

dimana perempuan diberi jatah pekerjaan yang bersifat “feminim” yang 

membutuhkan ketelitian, kesabaran dan tidak terlalu berat. Anggapan bahwa 

perempuan itu lemah sebenarnya sangat merugikan, karena dengan jatah 

pekerjaan yang ringan tersebut tentu saja akan berdampak pada rendahnya upah 

yang diterima pekerja perempuan. Adanya pelabelan ini masih sangat 

mempengaruhi pola perilaku masyarakat termasuk didalamnya adanya sistem 

pembagian kerja. Adanya diskriminasi kaum perempuan dalam pekerjaan 

mengakibatkan adanya perbedaan upah dari pertanian, dan tergambar dari 

bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari pembagian kerja tersebut menimbulkan perbedaan upah antara 

buruh laki-laki dan perempuan. Dimana buruh laki-laki mendapat upah lebih 

besar daripada perempuan. Senada dengan hasil penelitian Syamsiar (2020), 

sistem pengupahan buruh tani di Desa Jerowaru sangat berbeda-beda, misalnya 

dalam menanan atau memupuk padi, tembakau atau tanamana lainnya akan 

berbeda upah. Dengan adanya perbedaan upah buruh tersebut masih relative 

sangat rendah walaupun mereka masih mempunyai skiil yang rendah tapi tidak 

semua orang mempunyai keahlian seperti itu. Mencari buruh tani sebenarnya 

sangat sulit tergantung dari pekerjaan mereka ketika sedang free, karena rata-

rata yang menjadi buruh tani adalah orang dengan pekerjaan serabutan. 

Sehingga dari latar belakang tersebut diatas terdapat permasalahan dalam sistem 

pemberian upah buruh tani antara laki-laki dengan perempuan, dimana akan 

menyangkut problematika kesetaraan gender tentang hak dan kewajiban sebagai 

sebuah konstruksi sosial yang hadir di tengah-tengah masyarakat. 

Faktor Ekonomi 

Faktor Patriarki 

Faktor Sosial 
Pembagian Kerja 

Secara seksual 
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Hal ini disebabkan bahwa pekerjaan laki-laki dianggap lebih berat dan 

lebih banyak menggunakan otot dibandingkan perempuan. Keadaan tersebut 

dapat menunjukkan relasi antara buruh laki-laki dan buruh perempuan yang 

cenderung terdapat bias gender. Pembedaan upah yang terjadi seringkali 

memanipulasi ideologi gender sebagai suatu pembenaran. Ideologi gender 

adalah segala aturan, nilai, pelabelan yang mengatur hubungan antara 

perempuan dan laki-laki terlebih dahulu melalui pembentukan identitas feminin 

dan maskulin. Karena tugas utama perempuan adalah di sektor domestik, maka 

pada saat ia masuk ke sektor publik, maka sah-sah saja untuk memberikan upah 

lebih rendah karena pekerjaan di sektor publik hanya sebagai kerjaan sampingan 

untuk membantu keuangan rumah tangga. 

Pada masyarakat tradisional, pembagian peran atau kerja telah terbukti 

mampu menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dengan demikian, 

pembagian peran laki-laki dan perempuan mutlak diperlukan demi mencapai 

keharmonisan keluarga dan masyarakat. Segregasi sosial yang menjadikan 

dominasi pekerjaan pada sektor publik oleh kaum laki-laki khususnya untuk 

pekerjaan berat atau kerja kasar, kaum laki-laki diharuskan secara sosial bekerja 

keras untuk mencari dan mencukupi nafkah keluarganya, terdiri atas 

perempuan dan anak-anak. Hubungan patriarki yang membagi peran 

perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik, secara turun 

temurun telah diyakini kebenarannya dan diwariskan dari generasi ke generasi. 

Pewarisan budaya tersebut melalui pembiasaan budaya dan adat istiadat sejak 

anak baru dilahirkan. Kemudian secara estafet generasi muda menerimanya 

tanpa kritik dan keraguan. Pada akhirnya gender secara sosial menjadi budaya 

dominan yang diterima oleh antar generasi sebagai suatu kebenaran. 

Peran  Perempuan Dalam Pembangunan Pertanian 

Pembangunan juga tidak lain dari perluasan proyek menciptakan 

kekayaan, menurut teori ekonomi modern patriarki Barat yang memeras dan 

menyingkirkan perempuan (Barat dan non-Barat), memeras dan merusak alam, 

memeras dan merusak kebudayaan. Oleh sebab itu, pembangunan tidak boleh 

berarti menghancurkan perempuan, kebudayaan dan alam (Shiva, 1997 dalam 

Mulyawan, 2002). Konsep pembangunan yang diterapkan di seluruh dunia kini 

adalah konsep barat, pada intinya akan mengubah alam kehidupan tradisional 

menjadi modern yang diwujudkan dalam struktur ekonomi industri untuk 

menggantikan struktur ekonomi pertanian. Di dalam masyarakat seringkali 

perempuan menjadi warga kelas dua (konco wingking), dan menjadi obyek dari 

berbagai upaya perubahan yang disusun dalam kerangka berfikir yang mengacu 

pada asumsi yang sangat bias laki-laki. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor 
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yang menjelaskan mengapa perempuan tertinggal atau ditinggalkan dalam 

proses pembangunan pertanian. 

Pada umumnya di dalam program-program pembangunan di tingkat 

Provinsi, Kabupaten maupun Desa, baik laki-laki maupun perempuan tidak 

dilibatkan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan. Hampir semua 

program kebijaksanaan bersifat top down, sehingga masyarakat hanya tinggal 

sebagai pelaksana program tersebut. Norma-norma tradisional seringkali masih 

tetap dijadikan acuan dalam menyusun program kebijaksanaan dan terjadi 

penyeragaman kebijakan untuk pembangunan di pedesaan. Di tingkat desa 

akses laki-laki terhadap program pembangunan lebih besar daripada 

perempuan. 

Dari pembahasan konsep perempuan terletak pada konsep kodrat 

perempuan yang tersosialisasi dalam masyarakat sekarang ini sesungguhnya 

mengandung suatu pengertian penguatan mitos tentang perempuan. Harus 

diakui bahwa konsep kodrat membatasi pencarian solusi atas permasalahan 

perempuan. Oleh sebab itu, ada gagasan untuk meninggalkan konsep kodrat dan 

digantikan dengan konsep martabat perempuan untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi oleh perempuan saat ini. Dari uraian di atas tampak jelas bahwa 

perempuan terlibat dalam pembangunan. Berkenaan dengan hal ini persoalan 

yang tersisa adalah bagaimanakah dampak pembangunan di negeri ini terhadap 

perempuan (Noerhadi, 1989). 

Di Afrika, dimana perempuan menanam sebagian besar tanaman pangan, 

praktik yang konsisten mengenai pentargetan laki-laki dan akses terhadap tanah 

dan input pertanian, tidak mengikutsertakan perempuan, berpengaruh besar 

atas jumlah bahan pangan yang ditanam. Keyakinan tentang peran perempuan 

juga mempengaruhi proses land reform di berbagai belahan dunia. Asumsi bahwa 

laki-laki adalah petani menimbulkan akibat dalam pengakuan hak-hak tanah 

formal kepada laki-laki, sekali pun secara tradisional perempuan menggunakan 

tanah tersebut untuk menanam bahan pangan baginya keluarganya (Moose, 

1996). 

Peran perempuan sekarang ini sudah terlihat nyata dalam berbagai 

bidang, mereka telah banyak yang berpendidikan tinggi, mereka tak canggung 

dalam berjuang di masyarakat menurut bakat dan kemampuannya masing-

masing.  Misalnya, banyak Insinyur pertanian sebagaian besar adalah 

perempuan, jadi sangatlah besar peran perempuan di bidang pembangunan 

pertanian di berbagai daerah. Dengan memposisikan dirinya sebagai pembuat 

lapangan kerja di bidang pertanian, sebagai motivator, dinamisator dibidang 

pertanian baik yang bergerak di swasta maupun di pemerintahan.  
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Sebagai salah satu peran perempuan dalam membangun pembangunan 

pertanian yaitu dengan ikut berperan dalam menciptakan program-program 

yang mengarah pada pemberdayaan perempuan dengan meluncurkan program 

diversifikasi pangan dan gizi yaitu sebuah program yang berupaya 

mengintensifikasi pekarangan sebagai salah satu gerakan ketahanan pangan 

keluarga dan masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Perempuan 

tani harus pandai mengatur, mengelola penghasilan yang relatif rendah agar 

mencukupi kebutuhan keluarga. Banyak perempuan tani yang bergerak dalam 

sektor perdagangan hasil pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, 

perternakan dan perikanan. 

Sementara itu, perempuan tani di pedesaan juga mengurus anak-anak dan 

mungkin orang tua yang tinggal bersamanya. Bagi yang tidak memiliki lahan 

garapan, ia mencari nafkah sebagai buruh tani. Pada kenyataannya, perempuan 

buruh tani menerima upah lebih rendah dibanding laki-laki. Situasi tersebut 

terasa berat bagi perempuan petani yang sekaligus merangkap kepala keluarga 

yang harus menanggung anak-anak. Guna meminimilasi semakin banyaknya 

tenaga kerja muda yang hijrah ke sektor lain (non pertanian), perempuan tani 

yang berkiblat pada pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian memerlukan 

dukungan berbagai pihak. Hal ini penting untuk memberi keyakinan pada 

generasi muda, kader-kader pelaku bisnis pertanian bahwa sektor ini mampu 

memberikan jaminan hidup layak. 

Pendekatan Kebijakan Yang Dilakukan Pemerintah 

Pendekatan pertanian berwawasan gender yang dinyatakan sebagai kunci 

wawasan gender, meliputi peran gender, kelompok yang tidak beruntung dan 

partisipasi. Hal tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa perempuan dan laki-

laki secara sosial dibedakan sehingga disebut peran gender. Peran gender 

tersebut bersifat dinamis yang dapat berbeda karena waktu, tempat, etnis, 

maupun strata sosial masyarakat. Peran gender berkaitan erat dengan 

pembagian kerja. Selain itu diperlukan adanya penyadaran bahwa 

pembangunan harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas bagi 

pria dan perempuan. Oleh karena itu penelitian aspek sosial ekonomi tidak bisa 

hanya mengacu pada aspek pria, karena secara alami perempuan berbeda 

dengan pria tetapi sebagai sumberdaya manusia mereka semestinya mendapat 

perlakuan yang sama. 

Pemahaman gender sangat penting untuk disosialisasikan. Masih kurang 

disadari bahwa potensi perempuan cukup besar, lebih-lebih bila dikaitkan 

dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih besar daripada pria. Di dalam 

masyarakat, meskipun peran perempuan dan pria sangat penting, namun dalam 
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berbagai kategori sosial dan ekonomi, perempuan kurang beruntung 

dibandingkan pria. Pengalaman menunjukkan adanya pembagian kerja yang 

tidak adil, akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan pengambilan 

keputusan yang masih rendah. Bahkan kadangkala peran mereka di rumah 

tangga untuk mempertahankan ketahanan pangan dan mata pencaharian juga 

tidak dianggap penting. 

Oleh karena itu dalam pertanian yang berwawasan gender, peranan dan 

prioritas perempuan dan pria tidak dilihat secara terpisah tetapi secara bersama-

sama. Hal tersebut berkaitan dengan proses pembangunan itu sendiri yang 

menginginkan perubahan kehidupan menuju kepada kehidupan yang lebih 

baik, khususnya pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Kelompok 

tersebut adalah kelompok yang mengalami kekurangan sumberdaya yang dapat 

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, air; 

pelayanan kesehatan, perumahan, serta faktor sosial-ekonomi yang dapat 

mempengaruhi perlakuan-perlakuan diskriminasi yang mengakibatkan 

kemiskinan. Padahal, pengahapusan kemiskinan merupakan hal yang sangat 

penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 

Banyak isu gender yang ditemukan di bidang pertanian, karena terkait 

erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isu kesetaran gender ini 

lebih khusus lagi terefleksi dalam dalam hal akses terhadap peluang dan 

kesempatan, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kontrol terhadap 

sumber daya, serta perolehan manfaat dari hasil-hasil pembangunan. Kebijakan 

Pemerintah melalui nota kesepahaman, baik Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) maupun Kementerian Pertanian 

(Kementan), bertujuan untuk mengupayakan perwujudan kesetaraan gender di 

Bidang Pertanian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Memastikan bahwa hak tradisional kaum perempuan, termasuk hak 

anak, tidak dihilangkan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam 

pertanian beserta hasil-hasilnya. 

2. Memastikan akses yang setara untuk kaum perempuan dan kaum laki-

laki terhadap informasi permodalan dan pemanfaatan sarana dan 

prasarana pertanian. 

3. Mengupayakan langkah-langkah untuk menghindari konflik potensial 

diantara pemanfaat lahan dan pengairan pertanian dan memastikan 

adanya kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan 

prioritas program pertanian. 
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4. Mengupayakan peningkatan ketrampilan perempuan melalui 

pengenalan teknologi baru yang dapat diimplementasikan secara efektif 

dan terjangkau. 

5. Melatih mitra kerja dibidang pertanian (baik mitra untuk kepentingan 

profit maupun non profit) sehingga peka terhadap pola diversifikasi 

usaha pertanian oleh kaum perempuan dan laki-laki, serta dapat 

mengetahui persoalan serta kebutuhan kaum perempuan. 

6. Membantu kaum perempuan maupun laki-laki memahami pola tanam, 

sistem irigasi dan produksi pertanian. 

Untuk upaya-upaya tersebut diperlukan adanya analisis dengan 

perspektif gender pada saat menyusun kebijakan atau program dibidang 

pertanian dari tahapan perencanaannya, penganggarannya, pelaksanaannya, 

monitoring dan evaluasinya. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan porsi 

dan kapasitas perempuan yang selama ini mungkin belum mendapatkan 

kesempatan yang sama di bidang pertanian. Kesepakatan bersama 

ini  merupakan langkah awal untuk mengembangkan mekanisme dan sistem 

perencanaan dan penganggaran yang baru dengan memakai lensa gender di 

Kementerian Pertanian. 

 

SIMPULAN 

Dari pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, 

pembangunan dalam bidang pertanian, peran perempuan cenderung kurang 

berarti dan terjadi ketidaksetaraan gender. Hal ini menyebabkan peran 

perempuan kurang maksimal dan terlihat dalam pembangunan pertanian. Peran 

perempuan cenderung hanya dalam pekerjaan yang sederhana, sedangkan 

peran pria dalam pertanian lebih menonjol khususnya untuk proses produksi. 

Ketidaksetaraan gender tersebut masih dipengaruhi oleh lingkungan sosial-

budaya dan masih manganggap peran perempuan sebagai nomor dua setelah 

pria. 

Masalah patriaki menjadi salah satu sebab dari sistem pembagian kerja 

antara laki-laki dan perempuan. Sistem patriarki yang berlaku dimasyarakat 

dimana kekuasaan kaum lelaki yang mendominasi, mensubordinasi dan 

deskriminasi kaum perempuan atas badannya, seksualitasnya, pekerjaannya, 

perannya dan statusnya baik dalam keluarga maupun masyarakat sangat 

memojokkan keberadaan perempuan. Hal ini juga berlaku pula dipertanian, 

dimana perempuan diberi jatah pekerjaan yang bersifat “feminim” yang 

membutuhkan ketelitian, kesabaran dan tidak terlalu berat. Anggapan bahwa 

perempuan itu lemah sebenarnya sangat merugikan, karena dengan jatah 
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pekerjaan yang ringan tersebut tentu saja akan berdampak pada rendahnya upah 

yang diterima pekerja perempuan. 
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